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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
	Berdasarkan identifikasi masalah dia atas mengenai pelaksanaan prosedur penyelesaian administrasi dana santunan di PT. Jasa Raharja (Perero) Jawa Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Prosedur Pembayaran dana santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pembayaran dana santunan di PT. Jasa Raharja tidak mengalami kesulitan dikarenakan masyarakat sudah mengetahui prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan sehinggga pencairan dana mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan PT. Jasa Raharja sering melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut.
2. Prosedur Pelimpahan dana santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat Prosedur pelimpahan dana santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat terjadi akibat klaim ingin mempermudah dalam hal pembayaran dana santunan, biasanya ahli waris/korban berkeinginan untuk menyelesaikan pelimpahan dana santunan tersebut di wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal ahli waris/korban sehingga berkas dilimpah ke cabang/perwakilan yang terdekat dengan tempat tinggal ahli waris/korban. Adapun kelemahan dari pelimpahan dana santunan di PT. Jasa Raharja ini antaralain : berkas klaim yang ada di cabang/perwakilan terjadinya kecelakaan yang akan dilimpahkan ke kantor cabang/perwakilan yang terdekat dengan tempat tinggal korban sedikit terhambat diakibatkan pengiriman berkas yang dapat menghabiskan waktu berhari-hari, sehingga mengakibatkan proses penyelesaian dana santunan menjadi lama.
3. Prosedur Penolakan dana santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat Prosedur penolakan dana santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa barat dilakukan apabila korban/ahli waris dalam pengajuan dana santunan mengalami kekurangan ataupun adanya ke ganjilan dalam prosedur pengajuan dana santunan.  Pengajuan klaim yang tidak baik oleh UU.33/1964 maupun UU.34/1964 supaya segera dilaksanakan penolakan dengan mengirimkan surat penolakan kepada korban/ahliwaris korban dengan tembusan ke Divisi klaim. Penolakan yang terjadi biasanya diakibatkan oleh berkas yang di rasa ganjil, baik itu kuitansi yang di buat oleh oknum tertentu dengan biaya yang dilipat gandakan, sedangkan biaya pengobatan klaim tidak terlalu besar, atau di sebut penggelembungan dana. Stampel palsu juga mengakibatkan adanya penolakan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat. Karena tidak sesui dengan tempat klaim tersebut berobat.
4. Prosedur Penyelesaian dana santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat dilakukan terhadap kasus-kasus kecelakaan tunggal untuk pengemudi sepeda motor ataupun pengemudi kendaraan pribadi yang ber plat nomor hitam untuk angkutan pribadi. Biasanya korban/ ahliwaris selalu mengajukan santunan. Dimana santunan itu memerlukan kebijakan dari pimpinan apakah perlu di bayar ataukah tidak perlu di bayar dana santunannya. Pembayaran dana santunan melalui jalur Ex. Gratia pada prinsipnya adalah pembayaran dana santunan terhadap kasus-kasus kecelakaan yang tidak terjamin sesuai dengan ketentuan UU. No. 33 & 34 Jo PP No. 17 & 18 tahun 1965.
5. Hak Regres Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat dilakukan karena PT. Jasa Raharja memiliki hak untuk menagih premi asuransi kepada Perusahaan Oto bus (PO) yang nantinya premi asuransi itu sendiri akan di bayarkan kepada korban/penumpang apabila terjadi kecelakaan terhadap kendaraan berpenumpang banyak (bus,pesawat,kereta api dll). Dalam penagihan premi ini masih banyak Perusahaan Oto bus (PO) yang melalaikan kewajibannya membayar premi asuransi, apabila hal ini terjadi PT. Jasa Raharja memberikan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah).


5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat mengenai prosedur-prosedur yang ada dan tugas bagian-bagian yang terkait, agar prosedur yang ada dapat berjalan dengan lancar.
2. Menambah fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah proses penyelesaian dana santunan seperti sistem on line sehingga data dapat cepat terselesaikan.
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